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     Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan 

kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat indonesia dalam 

memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. 

Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis 

risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko-

risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari 

petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko 

usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. 

Persoalan pertanian memerlukan kajian tersendiri, khususnya asuransi pertanian yang 

dilakukan di Indonesia, kemudian untuk mengetahui batasan komoditas yang dapat 

dilindungi oleh asuransi pertanian dan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi 

pertanian. 

     Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum 

normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa: 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai 

dengan bahasan mengenai asuransi pertanian, Bahan Hukum Sekunder berupa: penjelasan 

undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur, disertasi-disertasi tentang 

asuransi pertanian, Bahan Hukum Tersier berupa: Bibliografi, Indeks kumulatif, dan 

black’s law dictionary.  Metode yuridis normatif dimulai dengan analisa terhadap konsep 

dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perasuransian, khususnya yang 

digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya menganalisa substansi dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Asuransi Pertanian dapat 

diterapkan di Indonesia dengan catatan bahwa sebelumnya telah dilakukan perhitungan-

perhitungan mengenai biaya premi, cakupan luas lahan dan persiapan-persiapan 

penunjang lainnya. Batasan komoditas pertanian yang dapat dilindungi oleh asuransi 

pertanian memerlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas, sehingga dalam 

pelaksanaan asuransi pertanian kedepannya akan menghasilkan kejelasan dan kepastian 

hukum. 

     Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani sebagai sarana mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya 

pelaksanaan asuransi pertanian perlu dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah sebagai wujud 

keterbukaan informasi, sehingga masyarakat khususnya Petani mengetahui bahwa petani 

dalam melakukan kegiatan perekonomian dilindungi oleh Peraturan Perundang-

Undangan.  
 

Kata Kunci : Asuransi Pertanian, Yuridis Normatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 
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     Indonesia is an agricultural country so that businesses in the field of agrarian economy 

is the dominant activity in the life of Indonesian peoples in fulfilling the the needs of the 

commodity or seen in terms of economy. Farm business risks from time to time encounter 

increase the number of types of agricultural risks, so it is necessary to have special 

protection against the risks of farming, agricultural insurance as a means of risk transfer 

from farmers to farm insurance company provides protection for farmers from risk   that 

the existence of agricultural insurance is needed. The issue of agriculture requires a 

separate study, especially agricultural insurance in Indonesia, later to know the limits of 

commodities that can be covered by agricultural insurance and legal certainty for the 

implementation of agricultural insurance. 

     This research uses a normative legal research. Normative legal research using 

secondary data consisting of primary legal materials in the form of: Pancasila, the 

Constitution of 1945 and Regulation Legislation in accordance with the discussion of 

agricultural insurance, Secondary Legal Materials include: an explanation of laws, draft 

laws, literature, dissertations on agricultural insurance, a Tertiary Legal Materials: 

Bibliography, cumulative Index, and black's law dictionary. Normative method begins 

with an analysis of the concepts and principles of law that is used to regulate insurance, 

especially those used as the basic framework of Act Number 19 Year 2013 Regarding 

Protection and Empowerment of Farmers. Then further analyze the clauses in the 

legislation governing the subject matter covered. The results of this research it can be 

concluded that Based on Act Number 19 Year 2013 regarding Protection and 

Empowerment of Agriculture Farmers Insurance can be applied in Indonesia with a note 

that previous calculations have been done regarding the premi cost, wide coverage area 

and other auxiliary preparations. Limitation of agricultural commodities which may be 

covered by agricultural insurance requires government regulation governing clearer, 

resulting in the implementation of agricultural insurance in the future will result in clarity 

and legal certainty. 

Act Number 19 Year 2013 Regarding the the Protection and Farmer 

Empowerment as a tool  to realize the Protection and Empowerment of Farmers in 

particular the implementation of agricultural insurance should be socialized by the 

government as a form of information disclosure, so peoples especially the farmers 

know that the economic activity that is being conducted  protected by Legislation . 
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